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ABSTRAK 

 

       Beberapa kasus pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia diproses melalui 

penuntutan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana. Namun, tidak semua penuntutan 

berujung pada pemidanaan karena belum efektifnya pelaksanaan pengaturan yang ada. 

Permasalahan yang diangkat pada penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana 

pengaturan mengenai penuntutan tindak pidana pelanggaran Rahasia Dagang dalam 

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan kedua, bagaimana praktik pelaksanaan 

penuntutan tindak pidana pelanggaran Rahasia Dagang dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 332K/PID.SUS/2013. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi 

deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penuntutan tindak pidana 

pelanggaran Rahasia Dagang diatur dalam KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pelaksanaan penuntutan yang sesuai 

dengan pengaturan tersebut terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 

332K/PID.SUS/2013.  

Melalui penelitian ini, dapat dipahami bahwa pengaturan penuntutan diatur 

dalam bentuk hukum pidana materiil dan formil. Berdasarkan praktiknya, penuntut 

umum adalah pihak yang melakukan penuntutan dalam tindak pidana Rahasia Dagang 

berdasarkan pengaturan yang ada.  
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